AT TUHAN YANG MAHA ESA
T AIR HAJI BARAT,
pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan
r 10 Tahun 2021 tentang Anggaran
an Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022,
menyusun Peraturan Wali Nagari tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Air
Tahun Anggaran 2022;

-~ Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
- Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Daerah Propinsi Sumatera Tengah

ran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
g-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957

egara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor
Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran

publik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
nbaran Negara Republik Indonesia Nomor

Ilndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
ggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Nepotiame (Lembaran Negara Republik

ull_!onal (Lembar Negara Tahun 2000
1an Lembaran Negara Nomor 3952);
'-Hompr 33 Tahun 2004 tentang




omor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
h Pengganti Undang-Undang Nomor
‘tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
'm Keuangan untuk Penanganan Pandemi
ase 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
adapi Ancaman yang Membahayakan
an Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
an Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
n Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
imbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
mbahan Lembaran Negara Nomor 4575);
ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
lik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
an Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
n Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
olaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
iran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
an Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
an Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
esia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
ra Republik Indonesia Nomor 4594);
an Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
n Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
n Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor

4614);
n Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1g Desa sebagaimana telah beberapa kali
thir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
| tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

dang- Undang Nomor 6 Tahun 2014
Lembaran Negara Republik Indonesia




nesia Nomor 5558) sebagaimana
k&h terakhir dengan Peraturan
Nomor --8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
donesia Tahun 2016 Nomor 57);
m ' Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Pembangunan Desa (Berita Negara
. Tahun 2014 Nomor 2094);
Menten Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
h . - Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara
- Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
H%Peramran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
I} Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
~ 18.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
~ Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara
~ Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
'-"' :-!. Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
: 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1035);
20.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
~ Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
2L$emturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020
- tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
L) ‘Indonesla Tahun 2020 Nomor 1641);
N 22}. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Menntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
_turan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2

||-r1
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=
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tang Pcnghamlan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,
E _gkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan

! ._upatl Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020
da,r Biaya Pemerintah Nagari Tahun

1 dan Penetapan Rincian
sl{al?upaten Pesisir Selatan



a C: ""'e-mbagmn dan Penetapan
etribusi Daerah setiap Nagari yang

TENTANG PENJABARAN

Pasal 1

dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022

Rp. 0
Rp.1.298.898.427,
Rp. 2.000.000,

Rp.1.300.898.472,-

Rp. 511.274.475,20

p. 349.937.527,00




Rp.353.913.600,- 0,00

Rp.1.467.995.522,2C 0,00
Rp.(167.097.050.20) 0,00

Rp.192.097.050,20 0,00

Rp. 1,000.000,00 0,00

Rp.191.097.050,20 0.00
Rp. 0,00 0,00




agari tentang Penjabaran Anggaran
| landasan operasional pelaksanaan

Labuhan Tanjak
14 Oktober 2022




